
BUPATI WONOSOBO, 
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor: 420/4047 /SJ tentang Implementasi Pendidikan 
Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi 
Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan 
Dasar Di Kabupaten Wonosobo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6058); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang 
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

,,, 
• , .. 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah 

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal 
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal 
yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada 
Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau 
bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan 
pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah 
pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. 

8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah. 

9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan tertentu. 

10. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun 
secara terperinci. 

11. Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam kegiatan intrakurikuler, 
kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

12. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan 
kurikulum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN 

KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR 
DI KABUPATEN WONOSOBO. 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Standar Dan Proses Pendidikan Dasar 
Dan Menengah; 



Pasal 3 
(1) Sasaran Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah Satuan Pendidikan yang 

meliputi: 
a. Sekolah Dasar; dan 
b. Sekolah Menengah Pertama. 

(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan 
Pendidikan yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah. 

BAB III 
SASARAN PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI 

Pasal2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. Sasaran Pendidikan Karakter Antikorupsi; 
b. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi; 
c. Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi; 
d. Kerja sama; 
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
f. Pembiayaan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

13. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan 
atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata 
pelajararan/bidang sesuai kurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata 
pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/ atau 
bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter Peserta Didik. 

14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan dibawah bimbingan dan 
pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan otensi, 
bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian 
Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan 
pendidikan meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah 
minat, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

15. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan 
karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap 
Antikorupsi dalam diri Peserta Didik sejak dini. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Wonosobo. 



Pasal 7 
Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Dasar dibawah koordinasi 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan di Daerah. 

BABV 
PELAKSANA IMPLEMENTASl PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORU SI 

Antikorupsi; 
c. pendidik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah ertama 

melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi 
Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan; 

d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter 
Antikorupsi. 

Pendidikan I arakter materi dan/ atau integrasi . . msersr b. melakukan 

P sal 6 
Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi: 
a. materi Pendidikan Karakter Antikorupsi disampaikan pada Satuan 

Pendidikan Dasar; 

Pa.sal 5 
Implementasi Pendidikan karakter Antikorupsi dilaksanakan dengan 
menerapkan nilai-nilai Antikorupsi, rneliputi nilai-nilai : 
a. kejujuran; 
b. tanggungjawab; 
c. kesederhanaan; 
d. kepedulian; 
e. kemandirian; 
I. disiplin; 
g. keadilan; 
h. kerja keras; dan 
1. keberanian. 

Pasal 4 
(1) Implementasi Pendidikan Ka.rakter Antikorupsi merupakan pe era.pan 

Pendidikan Karakter Antikorupsi yang disisipkan pada kegiatan 
in tra.kuriku ler, kokurikuler da n ekstrakurikuler. 

(2) Penyisipan pad.a kegiatan intrakurikuler pada ayat (1) tidak menambah 
mata pelajaran baru. 

BAB IV 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI 



Pasal 11 
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada: 
a. APBD; 

BAB VIII 
PEMBIAYMN 

Pasal 10 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan di Daerah 
melaporkan pelaksanaan Impelentasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada 
Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

Pasal 9 
(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Impelementasi Pendidikan Karakter 

Antikorupsi dilakukan secara internal maupun eksternal. 
(2) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan oleh Bupati. 
(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan pendidikan di Daerah. 

(4) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
oleh KPK dan/atau Kementerian/Lembaga terkait. 

BAB VII 
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 8 
(1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter 

Antikorupsi, dapat dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pihak ketiga. 

(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya KPK, 
Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah. 

(3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota lainnya. 

(4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, 
badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
KERJA SAMA 



WARDOYO 
ERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR lj,0 

RIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal 3 O .Jff k lJ1 b ~ !.f>!J 

Pasal 12 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wo osobo. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai k:etentuan p raturan 
perundang-undangan. 
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